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BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 37 TAHUN 2021 
 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 27 TAHUN 2020 

TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MADIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan peran Majelis 

Kehormatan Kode Etik Pegawai di Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa, perlu mengubah beberapa ketentuan 

dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 27 Tahun 2020 

tentang Kode Etik Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun 

Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Bagian 

Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 

Madiun; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

SALINAN 
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  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri   

Sipil; 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 

  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

  10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa; 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Madiun; 
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  12. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun; sebagaimana 

telah diubah dengan  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 27 TAHUN 2020 

TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BAGIAN PENGADAAN 

BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

MADIUN. 

 

  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 

27 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun 

diubah sebagai berikut: 

 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut: 

  Pasal 8 

(1) Majelis Kehormatan Kode Etik merupakan alat 

kelengkapan yang bersifat adhoc dan independen. 

(2) Majelis Kehormatan Kode Etik dibentuk sekurang-

kurangnya atas masuknya satu laporan atau pengaduan. 

(3) Majelis Kehormatan Kode Etik dibantu oleh Sekretariat 

Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berkedudukan di 

kantor Inspektorat. 

(4) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas anggota yang berasal dari unsur Inspektorat, 

Badan Kepegawaian Daerah, dan Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah.  
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 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 

berikut: 

  Pasal 9 

(1) Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik berasal dari unsur 

Inspektorat. 

(2) Anggota Majelis Kehormatan berjumlah gasal, terdiri dari : 

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; 

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan 

c. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota. 

(3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kehormatan dilarang 

lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang 

diperiksa. 

(4) Anggota Majelis Kehormatan dilarang mempunyai 

pertentangan kepentingan dengan yang diperiksa. 
 

  Pasal II 

  
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. 

 

Ditetapkan di Caruban 

pada tanggal 19 Agustus 2021 

 

BUPATI MADIUN, 

  ttd. 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Caruban 

pada tanggal 19 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH, 

             ttd. 

TONTRO PAHLAWANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 37 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

  ttd. 
 

ALIF MARGIANTO 


